
Menimbang

Mengingat :

BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 24 TAHLIN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,
: a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan

bahan ta-mbang yang merupakan kekayaan u,lar.,
yang tak terbarukan, diperrukan pengaturan daram
pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia
dapat dimanfaatkan secara optimal dan -bijaksana
dengan berpedoman pada pembangunan Daerah
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

b. bahwa Peraturan Dae.ah Kabupaten cianjur Nomor
11 Tahun 2oo4 tentang pertambangan Umum, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dandaya dukung sumber daya minerat untuk
pembangunan Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b; perlu. menetapkan Peraturan Daerah Kapubaten cianjur
tentang Pengelolaan pertambangan Minerar di
Wilayah Kabupaten Cianjur;

1. Pasal 18 ayat. (6) undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 7945;

2. Undang-Undang_ Nomor t4 Tahun i95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan propi'si Djawa Barat @erita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor g4l
sebagaim.ana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembenrukai
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196g
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3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gT)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20Og
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 1'ahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a844);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
Pertambangan dan }{ineral Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a959);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah:un 2OOT tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Propinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Len:.baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a73T);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2olo tentang
Wilayah Pertambangar.r (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oLo tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Minerai
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana diu-bah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol2
tentang Pei'ubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor
23 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5282);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2o1o tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pengelolaa.n Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 85, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor Sla\;
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OlO tentang
reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLA Nomori3g,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 5L72);

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

72.

Peraturern Daerah propinsi Jawa Barat Nomor 2Tahun 2Ol2 
- 
tentang pengelolaan pertambangan

Mineral dan Batubara (Lem-baran Daerah propinsi
Jawa Barat Tahun 2an Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah propinsi Jawa Barat Nomor 116);
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03Tahu. 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2oog
Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor OT
Tahun 2008 tentang organisasi pemerintahan Daerahdan Pembentukan oiganisasi perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten cianjur "Tahun 

200g
Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten
cianjur Nomor 10 rahun 2ort tentang perubahan
Kedua atas peraturan Daerah Kabupiten cianjurNomor 07 Tahun 2OOg tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah d.an pembentukL o{;;i;;;i
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (l,eLbaran
?"g3h Ka.bupaten Cianjur Tahun Zbtt fVo*o. 3g
Seri D );

Dengan Persetujuan Bersama

DP]WAilI PERWAKILAN RAKYAI DAERAH KABUPATEN CIAN.TUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL.

PENGELOLAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disingkat DpRDadalah Dewan perwakilan Rarryat olerah Kabupat;" Ci;;jL..
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5' Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fqngsi dibidang pertambangan.

6' Pemerintah 
-Pusat, 

yang 
-selanjutnya disebut pemerintah, adalahPresiden Repubrik Indonesia y.rg mernegang kekuasaanPemerintahan Negara Republik lndonesia 

""u"gli*lrr. dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahr-rn1945.

7 . 
11:11"::,_ 

adalah Menteri Energi sumber Daya Minerar Republikrnoonesla.

8' Gubernur adarah Gube.nur propinsi Jawa Barat.
9 ' Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penelitian, pengel,olaan dan pengusahaan mineral ataubatubara y-..g meliputl penyelidikari umum, eksprorasi, studikelayakan, konstruksi, p..ru.rr,b"ngan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa.anorganik lang terbentuk di alam, yangmemiliki sifat fisik dan kimia tirtentu serta susunan kristal teraturatau gabungannya yang membentuk baturan, baik dalam bentuklepas atau padu.

1 1' Pertambangan Mineral adalah pertambangan.kumpulan mineral yangberupa bijih atau batuan, di ruar panas blmi, minyak dan gas bumi,serta air tanah.
L2. Usaha pertambangan adarah icegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau barubara ]-anq melipuri tah-apan kegiatan penyelidikanur-l,-rnn. eksplorasi,srudi kela,r.aka:r, konstruksi, penambangan,pergonahar-l dan pernurnia.r,p..g*gkutan dan'penlualan, sertatrasca mr:nbang.

-; "fi-ila1.-al: Perambangan, yans gel-anjutnya disebut wp adalah wilayahi-ang rnemiliki potensi mineral danTatau batubara Aan tiaak terikatbatas administrasi pemerintahan yang merupat<an bagian dari tataruang nasional. 
,

14- wilayah Pencadangan Neg.ara, yang seianjutnya disebut wpN adarah

li:lffi"ro*t wp vans &cadangk"an 
""t"r. 

- 
kepentirg"r, strategis

15. wilayah Usaha pertambangan, yang selanjutnya d.isebut wup.adalah bagian dari wp yang tc-rah'memiliki ketersej;;; ;#.potensi, dan/atau informasi geoiogi.
16. wilayah lzin usaha pertambangan, yang selanjutnr-a dsebu: ,*ruP,

adalah wilayah yang diberikan kepada p."*.grrrg IUF.
77. Wilayah Pertambangan Raln.at, ]-ang selan;um.1.-a i,seb:: ?_?p:.adalah bagiandari wp rempar irla-tutar: ked.a:a: ;sa:apertambangan raicyat.

18' wilayah lzin Pertambangan Ralcr-,r1. l;a::g seu:hjr:i:r..-a g.se:,::: --&lFR.
adalah u,ilayah -va,,g aiUJritan kipada p."*.gr"rg IpR.

79 ' Izin Usaha pertambangan, 
]-ang seLanjutnya disebut IUp, adarah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan.

20' iUP Ekspiorasi adalah izin usaha yans diberikan rrnrrrlr rnpror:r,r-^*
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2r' IUP operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelahselesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk rielakukan tahapankegiatan operasi produlcsi
22' Izin Pertambangan Ralgrat, yalg selanjutnya disebut IpR, ad,alah izinuntuk melaksanakan ula]ra p"it"*t"ngan aaram wilayahpertambangan rallyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23 ' Penyelidikan umum adalah_ tahapan kegiatan pertambangan untuk

fr;**;,ffi1. 
kondisi geologi regio,al dan i,ail.".I "d;;t;

24. Eksplorasi. adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran,kualitas dan sumber daya terukur daribahan garian, ser.ta informasi ..ng"nai ringkun;an sosial d.anlingkungan hidup.
25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganuntuk memperoleh informasi secara rinci ,.t.rruti aspek yangberkaitan untuk menentukan kelayat 

", .t orromis a.r, t.t.ris usahapertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkunganserta perencanaan pascatambang.
26' operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanganyang meliputi k.nst*rksi, penambangi.n, pengolahan, pemurnian,termasuk pengangkutan dan penjuarai, serta sarana pengendariandampak lingkungan sesuai a."ga"rr".ii-"t"ai kelayakan.
27 ' Konstruksi adalah kegiatan- usaha pertambangan untuk melakukanpembangunan seluruh 

. fasilitas ' operasi prra"r."i, termasukpengendalian dampak lingkungan.
28. Penambarg"l adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/atau bltubara dan minerat itutannya.
29 ' Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambanganuntuk meningkatkan mutu rnineral aarf,atau batubara serta untukmemanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
30' Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untukmemindahkan minerar dan/atau batubara dari daera'h tambangdan/atau tempat pengorahan ,r"" p"*urnian sampai tempatpenyerahan.

31' Penjualan adalah. kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasilpertambangan mineral atau batubara.
32. Badan lJsaha adarah setiap badan hukum y?rrq bergerak di bidangpertambangan yang dirtirilan berd.asarkan hukum Indonesia danberkedudukan dalam wilayah Negara x"""t""" Republik Indonesia.
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengankegiatan usaha pertambangan.
34. Analisis M"."g"l"i..Dampak Lingkungan, yang seranjutnya disebutAMDAL,adarah kajian mengenai- damlpak b""u., dan penting suatuusaha dan/ ataukegiatan ying direncan"kll p.{" ling^Cngan hidupyang diperrukan bagi proses pengambilan r..p"-t'rr..., tentangpenyelenggaraan usaha d.anl atau keglatan.
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35. Rencana Pengelolaan Lingkrrngan (RKL) adalah upaya penanganan
dampak besar._ dan penting- terhadap ringkunian tiarp yang
ditimbulkan akibat dari rencana usaha clan laf,"" kigiatan.

36. Rencana Pemantauan Lingkungan (RpL) adalah upaya pemantauan
komponen. lingkungan hidup yang terkena dampak'be"sar'dan penting
akibat dari rencana usaha danf ata.u kegiatan.

37. upaya Pengelolaan Lingkungan (uKL) dan upaya pemantauan
Lingkungan (uPL) adalah upaya yang dilakukan aat"* pengelolaan
dan pemantauan linglcungan hiclup ot"r, penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang tidak w4iU melakukar, 

".,"tiiis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL).

38. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usahapertambangan untuk me,ata, memulihkan, 
- d; memperbaikikualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali

sesuai pef,Untukannya.

39. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang,
adalah kegiatan terencana, sistematis, dln berlanjui setelah akhirsebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untirk
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosii.l menurut
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

40 ' Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk
meningk=atkan kemampuan masyarakat, baik secara individual
maupun kolektif,agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

47. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,tanggungiawab, w€:w€rl&ogr dan hak untuk 
- miamltan inspJksi,

investigasi dan pengujian tambang.
42' Penyidik Pegawai Negeri Sipit adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah yan; diberi- *.rr.rrir,g untukmelaksanakan penyidikan terhatlap pelanggaran peraturan daerahyang memuat ketentuan pidana.
43. Rencana Kegiatan Anggaran Beranja yang selanjutnya disebut RKABadalah dokumen yang berisi rerr"a.ru. teknis dr.r, p.*biayaan darimasing-masing- komponen kegiatan sesuai tahapi p..iu*uangan

yang direncanakan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pertambangan mineral dikelora dengan memperhatikan asas:
a. rnanfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. partisipatif, transparansi, d.an akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
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Pasal 3
Pengelolaan mineral bertujuan :

a' menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha
rri*b"ngan secara berdaya guna, terf,asit grr.r, 

-8.r, 
berdayasalng;

b.

C.

menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan danbervrqlyasan lingkungan hidupl
menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untukkebutuhan dalam negeri;

(1)

(2\

(3)

d' mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasionar agarlebih mampu bersaing di tingf,af nasional, regional, daninternasional;

e' meningkatkan pendapatan masyarakat rokal, daerah, dan negara,serta menciptakan lapangan ke'ja untuk sebesar-besarkesejahteraan rakyat; dan
f' menjamin kepastian hukunr dalam penyerenggaraan kegiatan usahapertambangan mineral.

BAB III
PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

pasai 4
Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakankekayaan nasional yang dikuaiai 1t.r, ,r"g.r" untuk sebesar_besarnya kesejahteraa., .it y.t.
Penguasaan mineral oleh negara- sebagairnana dimaksud padaayat(1) di wilayah Daerah diserengfarakan oieh pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas dan komoditasmineral untuk kepentingan Daerah clalam pengendalian produksidan ekspor sesuai ketentuan peraturan perurrd.rrg-.rrrdangan.

Pasal 5
Kewenangan pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambanganmineral antara lain adalah:

pembuatan peraturan perundang_undangan daerah;
pemberian IUp dan IpR, pembinaan, penyelesaian konflikmasyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayahkabupaten dan/atau wilayah raut sampai L..rg., 4 (empat) mil;
penginventarisasian, penyeridikan 1.r penelitian, serta eksprorasidalam rangka memperbleh data dan informasi mineral ;
pengelolaan informasi geo1ogi,.-informasi potensi mineral , sertainformasi pertambu.r, g^r, pu"O Jwitayan f."L" J"t." ;
penJrusunan neraca sumber da5ra mineral pada wilayah kabupaten;
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalamusaha pertambangan clensan mernnerh otit:n^ r-^r^^r-,,:

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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ob.

h.

1.

J.

k.

pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan
usaha pertambangan secara optimal;
penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, danpenelitian,serta eksplorasi dan ekspioitasi kepada Menteri danGubernur;

penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta
ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan
pascatambang; dan
peningkatan kemampr-ran aparatur pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Penyelidikan dan penelitian

Pasal 6
Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib merakukan penyelidikan
dan penelitian pertambangan u.,trrk- *emieroleh data dan iriformasi.
Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dirnaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengin kewenangannya,
apabila:

a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/provinsi; dan/atau
b. berpotensi untuk dikembangkan.
Penyelidil:an dan penelitian sebageiimana dimaksud pada ayat (2)meliputi antara lain:
il. identilikasi daerah-daerah yang secara geologis mengand.ung

indikasi dan endapan mineral;
b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna iahan danaksesibilitas daerah;
c. kondisi lingkungan geologi;

d. aspek sosial, ekonclmi, dan budaya masyarakat;
e. status legalitas;

f. lingkungan hidup.

Pasal 7
pata hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (B) dikumpulkan dan diolah sesuai dengan .t rra",nasional pengolahan data geologi oleh Bupati.
Data sebagaimana dirnaksud pada a1'at (1) paring sedikit meliputi
antara iain:

a- pfla geolcEr Fng aniara Lain memuat formasi batuan pembawa
cau:eralisasi kroarrr-

(1)

(2)

(s)

(1)

(2)



b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudahberakhir dan/atau yang sud.ah dikembaiitln kepada
pemerintah daerah;

c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan
yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah
dikembali kepada pemerintah daerah;

d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur

maupun sebaran litologi.
(3) Bupati wajib rnenyampaikan data sebagaimaner dimaksud pada ayat(2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertamba.rg"r, kepada

Menteri dan Gubenur.

Pasai 8
Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi
danme1akukaninventarisasidatarraiiteksplorasi.
D"!3 hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
meliputi antara lain :

a. peta, yang terdiri dari atas :

1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
2. peta geokimia dan peta geofisil<a,

b. bentuk olan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan.
Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambarg.. kepadaMenteri dan Gubernur.

(1)

(2)

(s)

Pasal 9
Penyelidikan dan pe'elitian pertambangan sebagaimana dimaksud
Pasl] 6 ayat (1) dan eksplorasi sebagaim"r,a ciimaksud dalam pasal
(1) dilaksanakan oleh Dinas.

dalam
8 ayat

pasal L0
Dalam melaksanakan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi Dinasdapat memberikan penugasan kepada lembaga riset Negara dan/atau
Daerah.

Pasal 1 1

Bupati dapat mengusull<an suatu wilayah
penyelidikan dan penelitian kepada Menteri
kewenangannya.

penugasan untuk dilakukan
atau Gubernur sesuai dengan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan
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Hasil penyelidikan dan
potensi pertambangan
penetapan Wp.

Pasal 13

penelitian serta eksplorasi termasuk peta wilayahdievaluasi dan digunakan sebagai t"fr.r,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Pengelolaan Data dan Informasi

pasal 14
setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambanganmerupakan milik pemerintah Daerah.
Pengelola4n data diselenggarakan oleh pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya.

f:HilffiJ;f,X,,."rut mengenai pengelolaan data diatur dengan

pasal 15
Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam pasar 14 metiputiperolehan, p€rrgadininistrasian, - 

;"*rlahan, penataan,penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
Pengelolaan d.ata dilakukan dalam sistem informasi geografis dengankoordinat pemetaan *."ggr;aka{r oatum ceodesr Nlsionat yangditetapkan oleh instan si p;il;i"i; y;;;;.Iy.r.rggarakan urusanpemerintahan di bidang survei aa, pem;A;;;.sional.
Pemanfaatan data digunakan untuk:
a. penetapan klasifikasi potensi dan Wp.
b' penentuan neraca sumber daya da' cadangan minerar , atauc' pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.

Bagian Ketiga
Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan

Pemerintah Daerah wajib
memfasilitasi pelaksanaln
pengusahaan mineral.

Pasal 16

mendorong, melaksanakan, dan/ataupendidikan dan pelatihan di Uia""g

Pemerintah Daerah wajib mendorong, meraksanakan, dan/ataumemfasilitasi peraksanaan pene ritia, d.'r, p" 
" 
g.-uan gan min erar.

Hasil penelitian. dan pengembangan yang telah dilakukan wajibdilaporkan kepada pemiriniah Daerah.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan orehPemerintah,Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(21

BAE} V
WILAYAH PERTAMBANGAN, PENGELOMPOKAN USAHA

PERTAMBANGAN, DAN GOLOi\GAN KOMODITAS TAMBANG
Pasal 17

(1) wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasionalmerupakan landa.san bagi penetapan-kegiatan pertambangan.
Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud
atas:

a. WUP;

b. WPR;

c. WPN.

pada ayat (1) terdiri

Pasal 18
Pertambangan mineral digoiongkan atas:
a. pertambangan mineral
b. pertambangan mineral
c. pertambangan mineral
d. pertambangan batuan.

radioa.ktif;

logam;

bukan logam; dan

Pasal 19
Penggolongan komoditas daiam pertambangan mineral terdiri atas4(empat) golongan sebagai berikut:
a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, danbahan galian radioaktif lainnya;
b. mineral logam meliputi litiunr, berilium, magnesium, karium,kalsium, emas,-temb1s.r, perak, timbar, seng, timaf,, nilier, merngaan,platina, bismuth, molibdenum, bauksi! air iaksa, *or.am, titanium,barit, vanadium, krorrrit, antimoni, iobart, tantalum, cadmium,galium, indium, yitrium, magnetit, besi, garena, arumina, niobium,zirkonium, ilr,enit, khrom, .ruirr*, ytterbium, dysprosium, thorium,cesium, lanthanum, niobium, .r.ldy*ir*, hafnium, scandium,aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,selenium,telluride, stronium, germaniurn, d.an zenotin;
c. mineral bukan logam meriputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, u.irJ.""g, iosrat, ha1t,asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, u"ii?r"i, fire clay,zeolit, kaolin, feldspar, benlonit, gipsum, dolomit, kaLsit, rijang,pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, Iawas, 6atukuu.r., f.rlit, garambatu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan



72

d. mineral bat]rr meriputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer,perlit, tanahdiatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit,granodiorit, andesit, gabro, peridoiit, basalt, tratrril, ilusit, tanahliat, tanah urug, batu apung, opar, katrsedon,chert, L.i"t"r kuarsa,jasper, krisoprase, ka;ru lertersit..r, gu.*.t, giok, agat, diorit, topas,batu gunung quarry besar, kerikil g"Ii.r, aail uukii, t 
".itnil sungai,batu kali, kerikil sungai ayaJ< tanpJpasir, pasir urug, pasir pasang,kerikil berpasiralami lsirtu;, bahan timbunan pilihan (tanah), urukantanah setempat, tanahmerah (raterit), batu gamping, onik, pasir laut,dan pasir yang tidak mengandungunsu. ,rirr.*t ioga* atau unsurmineral bukan rogam daram 3umLrr yang berarti ditinjau dari segiekonomi pertambangan.

(1)

(2)

BAB VI
IZIIi USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Setiap usaha pertambangan di Kabupaten cianjur harus mendapatIzin dari Bupati.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan daram bentuk :

a. Izin Usaha pertambangan (IUp).
b. Izin pertambarr.gan Rakvat (IpR).

---_--> \- -t-

--: 5:_,-- -,;-:
n,*,ai -;--*--
----"... .* -- -.*f-_

S.,, iu,:::trT,tt,ILoffiisljl:. fu,Tl

I, ;rtmu:nu,lnlnul -r*lE

llt} * n-

rfum-flnm,mf 
'ln*r1l.l ulm

(1)

pmrUlerr .'Iffifllfmyru[ ::nr!nr -',*mu,n,l. s;g,-.. mm,U
porag"ar :

-t:-""'':

Pad 22
Pemberian WIUP sebagaimana dirnaksuC de jarr pad ::terdiri atas:

a. \ I1UP mineral logarn;
b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
c. WIUP batuan.

(2) Dalam 1 (satu) wup dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa wIUp.
(3) setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) wIUp.

a.
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(s)

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(1)

(2)

(3)

Dalarn hal penrohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go
public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 23

WIUP mineral logarrr sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 avat (l)
huruf a diberikan kepada badan usaha, koperasi, atam perseorangan
dengan cara lelang.

Bupati mengumumkan secara terbuka wIUp yang akan dilelang
kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangki
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peiaksanaan leiang.
Biaya peiaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah lereoyKabupaten, kecuali terhadap biaya yang diperlukan untuk
melakukan kunjungan lapangan.

Biaya yang diperlukan untuk merakukan kunjungan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rlibebankan kEpada peserta
lelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan lelang diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 24
WIUP mineral bukan logam danlatau batuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada badan
usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada Bupati.

Permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar
biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta-mendapat priorilas
pertama untukmendapatkan wIUp mineral bukan logam dan/atau
batuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan serta biaya
pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dengan
PeraturanBupati.

Bagian Ketiga

Pemberian lzin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

fi'l IIIP ir-rrliri qfqq rlrra fcrl-,an.

Pasal 25
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a. IUP Eksplorasi meriputi kegiata, penyelidikan umum,eksplorasi, dan studi keiayakan;
b. IUP Operasi produksi

penambangan, pengolahan
dan penjualan.

meliputi kegiatan
dan pemurnian, serta

konstruksi,
pengalrgkutan

25 ayat (1) huruf

(2) Pemegang IUp Eksplorasi dan pelnegang IUpmelakukan sebagian atau seluruh ["giit*
pada ayat(l).

Operasi Produksi dapat
sebagaimana dimaksud

Persal 26

a.

b.

c.

IUP diberikan kepada:

Lradan usaha;

koperasi; dan
perseorangan.

a.

b.

c.

d.

e. jaminan kesungguhan;
f. modal investasi;

(1)

(2)

pasal 2T
Badan usaha, koperasi, dan perorangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 y3npmengajukan permohonan IUp wa.iib memenuhipersyaratan administrasi, persya.ratan teknis, ' p..,.;;*atanlingkungan, dan persyaratan finansial.
Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis,persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansij 

".U.g*i*rr,"dimaksud pacla ayat [) di"t , teLitr ri":", a.og.., peraturan Bupati.

pasal 2g
IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
a wajib memuat ketentuan sekurang_kurangnya :

(1)

nama perusahaan;

lokasi dan luas wilayah;
status hak atas tanah;
rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detaii tataruang (RDTR);

ob.

h.

i.

j.
k.

perpanjangarl waktu tahap kegiatan;
hak dan kewajiban pemegang IUp;
jangka waktu beriakunya tahap kegiatan;
jenis usaha yang rliberikan;
rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
perpajakan;

penyelesaian perselisihan;

l.

m.
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o. amdal atau dokumen pengelolaa.n lingkungan hidup sesuai
dengan peruntukkannya.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)huruf b wqiib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;
c. lokasi penambangan;.

d. status hak atas tanah;
e. rencana umutn tata ruang;
f. lokasi pengolahan dan pemurnian;
g. pengangkutan dan penjualan;
h' modal investasi disertai 

-dengan laporan keuangan terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik;
i. jangka waktu berlakunya IUp;
j. jangka vraktu tahap kegiatan;
k. penyelesaianmasalahpertanahan;

l. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
m. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
n. perpanjangan IUp;
o. hak dan kewajiban pemegang IUp;
p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekjtar wilayahpertambangan ;

q. perpajakan;

r. penerimaarl negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetapdan iuran produksi;
s. penyelesaianperselisihan;

t. keselamatan dan kesehatan kerja;
u. konservasi mineral ;

v' pemanfaatan barang, jasa, d.an teknologi dalam negeri;
w' penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan

yang baik;
x. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
y. pengelolaan data mineral ;

z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknol0gipertambangan mineral ; dan
aa. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi danmemperoleh rekomendasi dinas teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk clan format IUp Eksplorasidan IUP operasi produksi sebagairnana dimaksud pada ayat (i) danayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
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Pasal 29
(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2s ayat(l) diberikan untuk

,r".fi:;r],1::i: 
mineral disertai aengan hasil 

-uji .laboratorium 
yans

(2) Pemegang IUI sebngaimana dimaksuci pada ayat (1) yangmenemukan mineral rain di dalam wrup yang dikerora diberikanprioritas untuk mengusahakannya.
Pemegang IUp 

_ 
yang bermaksud mengusahakan mineral r'insebagaimana cfmaksud p-g- 

"vut iil, wajib mengajukan
ffffi|f,;i;rr":'" baru' t"p.JL e'uijati -.""r.i---?..,g*,,

Pemegang IUp 
. sebagaimana. dimaksud pacla ayat (2) dapat

ffiHXfff ?.:*Xl,Ierminatuntuk*.r,g,".r,L-r.n_i.,..rilli.,y..,g
Pemegang ILJp yang tidak berminat untuk mengusahakan minerarlain yang ditemukan sebag.i*.rr" d.imaksud 

_pada ayat (4), wajibmenjaga mineral rain terseb"ut agar tidak aimanraatkan pihak rain.IUP untuk mineral.rain- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) danayat (5) dapat diberikan kepadl pihak rui" or.r, Bupati.

(s)

(4)

(s)

(6)

Pasal
IUP tidak dapat digunal<an selain yang

30

dimaksud dalam pemberian IUp.

(1)

(2)

paragraf 2

IUp Eksplorasi
pasal 31

IUP Eksplorasi untuk pertambangan minerai rogam dapat diberikandalam jangka vraktu paling iama S 1a"Up"r)-i.t urr.
IUP Eksplorasi untuk pertambanga, minerar bukan logam dapatdiberikan paling rami a.dr"*:"1rgr.i *.tiu- g i,ig.r tahun dan mineralbukan logam jenis tertentu dalat aiu"rir.Li, dalam jangka waktupaling lam.a 5 (lima) tahun.
IUP Eksplorasi unt,k pertambangan batuan dapat diberikan daramjangka waktu paling tanra S iiig") tahun.

pasal 32
Pemegang IUp Eksprorasi mineral rogam diberi wIUp dengan ruaspaling sedikit s..o9o (rima ribu) nena?e-a"r, p-"rirs banyak 100.000(seratus ribu) hektare. '-'

Pada wilayah yang telah diberikan IUp Eksprorasi minerar logamdapat diberikan IUp kepada pihak rain untuk H"rrg.rr"hakan minerarlain yar:.g keter<lapatannya berbeda.
Pemberian IUp .sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) dilakukansetelah mempertimbangrran pendapat aari ;;;g""g IUp pertama.

(s)

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

Pasal 33
Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi wIUp d.engan
!r:nr paling sedikit 500 (lima ratus) hekiare dan paling banyak
25.000 fdua puluh lima ribu) hektare.
Pada wilayah yang telah diberikan IUp Eksplorasi mineral bukan
logam dapat diberikan ILtp kepada pihak lain untuk mengusahakan
mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dilakukan
setelah mempertimbangkan pendapat d ari p"megarrg IUp' pertama.

Fasal 34
Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi wIUp dengan luas paling
sedikit 2(dua) hektare dan paling hanyak s.000 (limaiiu.r; hektare.

l3d" wilayah yang telah diberikan IUp Eksplorasi batuan rlapat
diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral rain
yang keterdapatannya berbeda.

Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setelah mempertimbangkan pendapat dari p.*.g".rg IUp pertama.

Pasal 35
Dalam hal kegiatan ekspiorasi dan kegiatan studi kelayakan,
pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang "tergali
wajib melaporkan kepada Bupati.
Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimanadulaksud pada ayat (1) wajib mengajukln izin sementara untukmelakukan pengangkutan dan penjr"lr"rr.

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 36
Izjn sementara sebagaimana dimaksud dalam pasai 35 ayat (2) diberikan
oleh Bupati.

Paragraf 3
IUP Operasi produksi

Pasal 37
setiap pemegang IUp Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUpoperasi Produksi sebagai keianjutan kegiatan usaha
pertambangannya.

IUP operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha,
koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan wIUp mineral
logam )'ang telah mempunyai data hasil kajia. stuli kelayakan.

(1)

(2)

Pasal 38
IUP operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila
lokasi pengolahan dan pemur,ian, sertipelabuhan

lokasi penambangan,
berada dalam 1 (satu)
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Pasal 39
Pemegang IUP operasi produksi dapat.mengajukan permohonan wilayahdi luar wIUp kepacta Bupati sesuai a"risl" kewenangannya untukme nunja ng usaha kegiatan pertambarrg*r"yi--

Pasal 40
IUP operasi Produksi untuk..pertambangan mineral logam danmineral bukan rogam dapat diberikan aafim jangka **t ?r--paringlama 10 (sepului) tahun dan dapat aip"rparr3"rrg 2 (dua) kalimasing-masing S (Iima) tahun.
IUP operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikandalam jangka 

. y"t!, -.paring ranra. i' Ed4 ,.hu* dan dapatdiperpanj ang 2 (dua) kali-masing-masing Z iai"l tahun.

Pasal 41
Permohonan perpanjangan IUp operasi produksi diajukan kepa.daBupati paling :epa! daram jangka ;Jt" ;-&r") t"hil d; palingjffi.T#ffi$?*uu waktu d 1"',u*f ;"d se'belum ue.ar.r,irr,yi

Pemegang IUp operasi produks.i yang terah memperolehperpanjangan 2(dua) kali wqiib "*r'rrg.*ba[k; --,iltayar,
pertambangan kepada Bupati.

pasal 42
Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi sebagaimanadimaksud pada pisal-4layat (1) paring sedikiiharus dilengkapi :a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak produksi/iuran prod,ksi3 (tiga) tahun terakhir;

(1)

{2)

(1)

(2)

(1)

c.

d-

C.

laporan aklair kegiatan operasi proAung
laporanpdatrmmxqfu
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 43
Pemegang IUP__ - operasi produksi yang telah memperorehperpanjangan tul operasi produksi - seSanyak 2 (d;d kalisebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4), dalam:""sk;'*aktu
3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu *"." beriakuny" iup'b;rakhir,
harus menyampaika' kepada Bupati mengenai keblradaan fotensidan cadangan minerar atau batubara pada Vnur-rry".
WJUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sepanjang masih berpotensi untuk tiusahakan, wlrp;t; dapatditawarkan kembali meialui mekanisme lelang atau permohonan
wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
Dalam pelaksanaan_ lelang wIUp sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

, Pasal 44
Pemegang IUP operasi procluksi mineral logam diberi wIUp denganluas paling banyak 2s.000 (dua. puluh rim" iiur; hektare,
Pemegang IIJP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi wIUpdengan luas paling banyak s.000 (lima ribu) heftare dan palingsedikit 2 (du,a) hektar
Pemegang IUP Operasi Produksi batrran diberi WIUP dengan luaspaling banyak 1.000 (seribu) hektare dan paling sedikii-2 (dua)hektar

Pemegang IUP operasi produlsi mineral bukan logam dan batuandiberi WIUP dengan luas dibawah 2 (dua) hektar denlan kriteria :

a. penduduk setempat dan tanah milik sendiri;
b. tidak menggunakan alat berat atau manual.

PaEal 45



(2)

(3)

(4)

Mineral.yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/ataudimurnikan, bajk secara rangsung maupun melalui kerja samadengan pihak lain, termasuk aia*aLny" a^"r,t"n badan userha miliknegara, badan usaha milik daeiah,swlsta, koperasi atauperseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan ItJp.
Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh minerallogam, seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuankecuali pasir utug, pasir pu."".rg, sirtu, tanah, urukan tanah
setempat.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dan ayat. (2) harusmendapatkan rekomendasi Bupati.

20

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 47

Pasal 48

atau seluruh tahapan usaha
maupun kegiatan operasi

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian
pertambangan, baik kegiatan ekspl6rasi
produksi.

Pemegang IUP dapat memanfaatkan
keperluan pertambangan setelah
perundang-undangan.

prasarana dan sarana umum untuk
memenuhi ketentuan peraturan

(1)

(2)

Pasal 49
Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUp kepada pihak laiir.

JJn-tuk pengeilihan kepemitikan dan atau saham di bursa sahamIndonesia. hanya dapat dilakukan seterah merakukan kegiataneksplorasi tahapan tertentu.

sebagaimana dimaksud
syarat :

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan

(3)

a. harus memberitahu l<epada Bupati; dan
b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 50
Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 51

Pemegang IUP wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. mengeloia keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat; dan

e. mernatuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Petsal 52

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;

keselamatan operasi pertambangan;

pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk
kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

upaya konservasi sumber daya mineral ;

pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan
dalam bentuk padat, air, atau gas sampai memenuhi standar baku
mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 53

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, pemegang IUP
juga wajib:

a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai
dengan karalrteristik Kabupaten Cianjur.

b- mcn*rya kele*arian fuoBsi dan daya dukung srmber daya air yang
WE g,rd drriln hrrrrrrilrn+r nEl-rrurmr pu"ra-ry.

a.

b.

c.

d.

e.
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(1)

Pasal 55
Perseorangan, Koperasi atau Badan- usaha yang tidak bergerak padausaha pertambangan yang bermaksud mengangkut dai menjualmineral atau mengolah da' pemurnian hirus terlebih dahulumemil_i! IUP operasi produksi Khusus pengangkutan dan penjualan
atau IUP operasi produksi Khusus pengolalian i"" i"*;;"1;;:
Perseoranga.n, koperasi atau badan usaha sebagaimana dimaksudpadS ayat (1) wajib- menyampaikan laporan hisil p."g"ogLutan
penjualan atau pengorahan pemurnian kepada Bupati. s

Pasal 56
(U Dalam hal pemegang IUP operasi Produksi tidak melakukankegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengotaha' danpemurnian, .kegiatan pengangkutan dan p"".;rr"r"fi dan/ataupengolahan dan pemurnian- dipat dilakukanor"r, piri.r. hin y;;memiliki:

a. IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan danpenjualan;

b. IUP operasi produksi khusus untuk pengorahan danpemurnian; dan/atau
c. IUP Operasi produksi.

{2) Pihak lain yang dimaksud ayar (1) dapat berbentuk :

a. perseora,ngan

b. koperasi

c. badan usaha

Pasal 57
(1) IUP operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat(1) huruf a diberikan oleh Bupati 

"pl"Uit" 
kegiatan *rr*ek"tan danpenjualan berada daram 1 (satu) wilayah Daerah-

(21 IUP Operasi Produksi khusul.q slaoai'rrrao r.rri-L--r ,'-^-r F-

(2)
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pasal 60
Pemegang IUP wajib 

_ men]rusun program pengembangan cianpemberdayaan r,nasyarakat.

Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikonsultasikan kepada pemJrintah Daerah- dan masyarakat desasetempat.

Ketentuan lebih lanjut
pemberdayaan masyaiakat
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62 'l

kepemilikan saham badan usaha pemegang
Bupati untuk mendapat persetujuln e o

Pasal 63
Pemegang IUP wqjib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasileksplorasi dan operasi produkri kepada B;p;;i

pasal 64
Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atasrencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambanganmineral kepada Bupati.
Ketentuan lebih ranjut mengenai be.ntuk, jenis, waktu, dan tata carapenyampaian laporan sebagaimana dirndksud pad 

" ii"i ii-air",rr.dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65
(1) Setelah s (tlral tahun berproduksi, badan ysahq nemegang IUp yangsahamnya rtirniriki oreh asing wajib merakukan divestafi- 

""rr*_ padaPemerintah Daerah, Badan 0safra Mitik Daeratr TBUMD) atau badanusaha $rasta nnsional"
(21 Ketcnnran tPfu laqiut rne.nge.rrai dive$asi sehem eebagaimanarlitnrLg,l ;ndc ryafi 1t1 a;rtlu. d."gr" p-.Urrro 6.ryet1

F-Bi-n Krffirnma

Krmitrnnra

hd66
$.nip EtfB lIP_@ nrangilqrtsertak^n nas51arafrat dalamhfd-atrFrtmmno*y" u*a"*rt ,n konsep kemitraan.
tluramatat ymB diik,eertakan dalam kegiatan usahapcrmtmgm ctagaimana dimaksud paaa 

-ayat 
(1) tergabung dirlalern h'perasi atau kelornrnlr ?rnacrroralrat --^-- -^--,r

Pasal 61

mengenai pelaksanaan pengembangan dansebagaimana dimaksud aitari pasal 6o ai.tw

(1)

(2)

Dalam hal terjadi perurbahan
IUP wajib melaporkan kepada

(1)

t2l

tu

w
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iconsep kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian I(esatu

Umum

Pasal 67

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara iain:
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai

dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;

mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksim aL 25
(dua puluh lima) meter;

enda.pan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
luas maksimal wilayah pertambangan ralryat adalah 25 (dua puluh
lima) hektare ;

menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang ralryat yang
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (tima belas tahun);
tidak tumpang tidih dengan WUP dan WpN;dan/atau
merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan
rencana tata ruang.

b.

c.

d.

e.

f.

(,
b.

h.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 68

Dalam menetapkan WPR, Bupati
pengum.uman mengenai rencana
masyarakat secara terbuka.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan
di kantor Pemerintah Daerah, Desa dan/atau media massa.

Pasal 69

Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

wilayah atau lokasi pertambangan raicyat yang sudah dikerjakan
tetapi belum ditetapkan sebagai wPR diprioritaskan untuk
ditetapkan sebagai WPR.

wPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) dilaporkan secara tertuiis kepada Menteri dan Gubernur.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk
mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi
yang dirniliki Pemerintah Prorinsi.

berkewajiban melakukan
penetapan WPR, kepada

(4)
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Pasal 70

Kegiatan pertambangan ralryat dikelornpokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau

c. pertambangan batuan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakrrat harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikrrt:

a. kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua
puluh lima) meter;

b. penggunaan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau
permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima)
horse power (HP) untukl (satu) IPR; dan

c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan
peledak.

Bagian Kedua

Wiiayah lzin Pertambangan Ralqyat

Pasal72

(1) WIPR diberikan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pemohon
pertama yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat,
baikl-lerseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian lzin Pertambangan Ralryat

Pasal z3

(1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan
daerah.

(2) Pemberian IPR diutamakan bagi penduduk setempat, baik
perseorangan maupun k.elompok masyarakat dan / atau koperasi.

(3) LIntuk memperoletr IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal T4

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;

t. kelomook lnasvarakal oalins. banvak 5 [ima) ha: dan/ aia.u
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(3)

{4)

(s)

(6)

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing
satu tahu:n.

Pasal 75

(1) IF'R dibe,rikan untuk 1 (satu) jenis mineral dalam 1 (satu) wIpR
disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

(2) Pemegang IPR sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang
menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan
prioritas untuk mengusahakannya.

Pemegang IPR yang berrnaksud mengusahakan mineral lain
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), wajib mengajukan
permohonan. IPR baru kepada Bupati.
Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang
ditemukan tersebut.

Pemegang IPR yang tidak berrninat untuk mengusahakan mineral
lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 wajib
menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 76

Pernegang IPR berhak:

a" mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, linglcrngan, teknis pertambangan, dan manajemen
dari Pemerintah Daerah; dan

b- mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah IPR diterbitkan;
mematuhi peraturan perundang*undangan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan
memenuhi teknis pengelolaan pertambangan yang berlaku;
mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
rakyat secara berkala kepada Bupati.

b.

C.

d.

e.
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(2)

(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 78

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , dalam
melakukan kegiatan pertarnbangan ralqyat Pemegang IPR wajib
mentaati ketentuan persyaratan tekr:is pertambangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 79

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang
pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan
pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha
pertambangan raIryat.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis
pada usaha pertambangan ralryat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. reklamasi dan pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah ',r'ajib mengangkat pejabat
fungsional Inspektur Tambang seslrai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh
kegiatan usaha pertambangan ralryat yang berada dalam wilayahnya
dan melaporkan secaraberkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat rnengajukan permohonan
kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembaiikan
seluruh WIUP.

(2) /rtas permohonan penciutan atau pengembalian wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus
menyerahkan :

a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang
berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh
pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau
pengembalian serta Cata lapangan hasil kegiatan;

b. peta wilayah penciutan
koordinatnya;

atau pengembalian beserta

c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;

e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian
wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat
diberikan kepada pemegang IUP apabila :

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat
menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya
mineral yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Bupati.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan
berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.

(5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak
disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
a1'at (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima
perrnohonan tersebut.

Pasal 82

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar
dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat tl)huruf a dan huruf b diberikan paling iama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1
(satu) tahun.

Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian
sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan
operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 83

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUp terhadap
Pemerintah Daerah tidak berlaku.

(i)

t2)

(3)

(1)



(2)

(3)
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Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha
pertambangan sebagaignana dimaksud dalam pasal g1 ayat (1) huruf
P, kewajiban pemegang IUP terhaclap pemerintah Daerah tetap
berlaku.

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, kewajiLan
pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 84
IUP dan IPR berakhir karena:
a. dikembalikan;

b. dicabut; atau
c. habis masa berlakunya.

Pasal 85
(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUp atau IpR-

nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan
alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUp atau IpR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau dan setelah
Pemegang IUP atau IpR memenuhi kewajibannya.

Pasal 86
IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabiia:
a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan

dalam IUP atau IPR serta pera.turan perundangl undangan;
b. Peme€ang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
c. Pemegang IUP atau IpR dinyatakan pailit.
d. Pemegang IUP atau IpR atas narna perorangan telah meninggal

dunia.

Pasal 87
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan d.alam IUP dan IpR tetah habis
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahapkegiatan atau pengajuan permohonan tetapi 

- tidak memenuhi
persyaratan., IUP dan IPR tersebut berakhir.
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Pasal 88,
(1) IUP atau IpR yang telarr dikembarikan, dicabut, atau habis masaberlakunya sebagaimana dimaksud. J"i"* pasal g4 dikembarikankepada Bupati.
(2) WIUP atau wIpR yang IUp-nya atau IpR-nya berakhir sebagaimanadimaksud pada ayat frl ait"*arkan kepada badan .r"u.h", koperasi,atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

Pasal 89
Apabila ILIP atau IpR berakhir, pemegang
menyerahkan seluruh data yang diperolef, darioperasi produksi kepada eupaii.

ruP atau IpR wajib
hasil eksplorasi d.an

BAB XI
USAHA JASA PERTAMBA,NGAN

Pasal 90
(1) Pemegang IUp wajib menggunakan perusahaan jasa pertambanganlokal dan/atau nasionai. ---- r-- -"
(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangansebagaimana dimaksud pada ayat-- ii), pemegang IUp dapatmenggunakan perusahaan jasa pertamtarrgi' trr, y?rrg berbadanhukum Indonesia. ,

(3) 
,1:":: perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaanJasa pertambangan rain yang berbalan hukum tnJoriesia ha.rsmemperoleh persetujuan - daii Di;;Estansi yant Lembidangipertambangan.

(4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:a' konsultasi, perenca,aan, pelaksanaan dan pengujian peralatandi bidang:

1. penyelidikan urnum;
2. eksplorasi;

3. studi kelayakan;
4. konstnrksipertambangan;
5. pengangkutan;

6. lingkunganpertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; danl atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatandi bidang :

1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemtrrnian.
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(1)

(2)

Pasal 91

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan,
tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan
kepada pemegarrg ILJP.

Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha,
koperasi ,atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kuaiifikasi
yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor
dan tenaga kerja lokal.

Pasal 92

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau
afiliasinya dalam bidang usaha. jasa pertambangan di wilayah usaha
pertambangan yang diusahakannya, kecuaii dengan izin Bupati.
Pemberian izin _ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'drlakukan apabila:

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah
tersebut; dan/atau

b. tidak ada perusahaan jasa
berminat/mampu.

pertambangan yang

BAB XII
PAJAK NEGARA DAN DAERAH

Pasal 93

Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan
pendapatan daerah

Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri
atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak
Penerimaan pajak sebagaimana dimakstrd pada ayat ( 2 ) terdiri atas:
a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, dan

b. bea masuk dan cukai
Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
2 ( dua ) terdiri atas :

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi, dan;

i kom.:ensasi Cara i::for::aasi

a- ::ra: :er:p rlalire-::
b- iuran produksi trsl-ajrl;

(3)

(1)

(21

(1)

(2)

(3)

(4)

ie:a:Il
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d. pendapatan lain yang sah.
(6) Kewajiban pembayaran pendapatan da.erah bagi pemegang IUp

bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud fadi ayat
(5) huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (S) huruf d.

(7) Kewajiban pembayaran pendapatan daerah bagi pemegang IpR
brrkan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a, ayat (5) huruf b.

(8) Pemegang IUP dan IPR logam wajib membayar pendapatan negara
adalah sebagerimana dimaksud ayat (4) huruf a, b dan c 

-

(9) Ketentuan pembayaran Iuran tetap (landrent) dan iuran produksi
(royalti) sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan c berpedoman
pada peraturan perundang undangan

(1O) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran iuran tetap (landrent)
dan iuran produksi (royaiti) sebagaimana dimaksud pada ayat (sj
huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Bupati.

(11) Pengenaan pajak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (s)
huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang
mengatur tentang pajak daerah.

(12) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
huruf d merupakan sumbangan pihak ketiga, atau bentuk Lrainnya
yang sah.

(13) Prinsip dasar- dalam pengenaan pendapatan lain yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurui d adalah pemanfaatan
lahan dan bahan galian, dan untuk menutupi sebagian atau sama
dengan biaya pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta
pengendalian.

BAB XIII
PENGGUNAAN TANAH TJNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 94
Hak atas WIUP atau wlpR tidak meriputi hak atas tanah permukaan
bumi.

Kegiatan usaha .pertambangan tidak dapat dilaksanakan padatempat yang dilarang untuk merakukan kegiatan usaha
pei-tambangan sesuai dengarrketentuan peraturan perunclang-
undangan.

Kegiatan usaha -pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

(1)

(2)

(3)

Pasal 95
Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah
mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang
diusahakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.
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Pasal 96

(1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi
produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas
tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 97

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap
bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasal 98

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 99

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Pembinaarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan

usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, da.n konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan
mineral.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP
dan IPR diatur lebih lanjut Cengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan IUP dan IPR

Pasal 100

(1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
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a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data mineri:.l ;

e. konservasi sumber daya mineral ;

f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatanoperasipertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup, reklarnasi, dan pascatambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknoiogi, dan kemampuan rekayasa
dan rancang bangun dalam negeri;

j . pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pen':,berdayaan masyarakat setempat;

1. penguasaan, pengemballgan, dan penerapan teknologi
pertambangan;

m. kegiatan - kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan
yang menyangkut kepentingan umum;

n. pengelolaan IUP dan/atau IPR; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf e,
huruf f,huruf g, huruf h, dan hurrrf I dilakukan oleh Inspektur
Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Pengawasan pengelolaan IUP atarr IPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1OO ayat (2) huruf n, meliputi antara lain.

a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meiiputi antara lain tahap penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi keiayakan.

(3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi
produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan
serta pasca tambang.

(4) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Bupati.

Pasal 102

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 100 dapat
dilakukan secara administratif dan operasional.

(2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnelinrrfi'
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b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(3) Pengawasan operasionai sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan
lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR'

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP atau
IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)
di

Paragraf 2

Inspektur Tambang

Pasal 104

(1) Inspektur Tambang mempunyai tr.rgas melakukan
penyelidikan, dan pengujian di bidan'g pertambangan.

t2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Inspektur Tambang mempunyai kewenangan:

pemeriksaan,

pada ayat (1),

a. melnasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;

b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian
atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan
dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja
tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan;

c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh
kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud
dinilai dapat mernbahayal(an keselamatan pekerla tambang,
keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan kepada kepala lnspektur Tambang.

Inspektur Tambang melakukan penga\l'asan atas pelaksanaan
kegiatan pertambangan melalui:

a. evaluasi terhadap laporan berkala danlatau sewaktu-waktu;

b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;

c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi
persyaratan jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kepala Teknik Tambang

Pasal 105

Setiap pemegang IUP harus rnemiliki Kepala Teknik Tambang
sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi.

I{enqlq Tclrnilr Tqrnhano sehnsain'rane dimaksud oada Avat (1) waiib

(3)

(4)

(s)

(1)

lc\
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Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 106

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan
usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam
pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian
akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat sebagaimana
dimaksurd pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 107

Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun
bersama masyarakat setempat dan dikonsultasikan rlengan
Pemerintah Daerah.

Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) maka masyarakat dapat mengajukan usulan
program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUp.
Pengembangan clan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada aya.t (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar
WIIJP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.

Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diberikan kepada masyarakat
yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak
melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

Program pengernbangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1-) dibebankan pada pos biaya
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang
disediakan oleh Pernegang IUP melal.ui anggaran dan bialra setiap
talr.un"

Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaall
masl'arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketrola oleh
pemegang IUP.

Pasal 108

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya
pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
aahaaoi l-to-io- Ao*i -o-^^-^ l-^-:^ l^* 1^:^--^ !^l----.^-^ r---- -.r -

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7\
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Pa.sal 109

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan
realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6
(enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1 1 1

(1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan
pascatambang.

(2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat
kegiatan pertambangan.

(3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi
lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah penambangan.

(4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) wajib memenuhi prinsip:

a. lingkungan hidup pertambangan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. konservasi rnineral.

Pasal 1 12

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111ayat (4) huruf a, meliputi antara lain:
a. perlindungan terhadap kuatritas air permukaan, pertambangan

mineral , air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart
baku mutu lingkungan;

b. perlindungan keanekaragaman hayati;

c. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup,
kolam tailing, lahan bekas tarnbang serta struktur buatan (man-
made struchtre) lainnya;

d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
dan

e. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
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Pasal 113

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (a) huruf b, meliputi antara lain:

a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan

b. perlin<lungan setiap pekerja dari penyakit" akibat kerja.

Pasal 114

Prinsip-prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal
111ay.:t (4) hrruf c meliputi antara lain:

a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknoiogi pengolahan
yang efektif dan efisien;

b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas
rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;

c. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang
serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 115

(1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan
rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP
Operasi Produksi.

(2\ Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud padaayat (1) disusun oleh pemegang IUP Ekspiorasi
berdasarkan AMDA.L atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan
lingkungan ya.ng telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
$);

b. peraturan perundang-undanganyang terkait;
c. sistem dan metode penambangan;

d. kondisi spesifik d.aerah.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 116

(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,
disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang
dirinci dalam tiap tahun.

(2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana
reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan umur tambang.

(3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



39

b. pembukaan lahan;
c. program reklamasi; dan

d. biaya reklamasi.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 1 17

(1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,
meliputi antara lain:

a. profil wilayah;

b. deskripsikegiatanpertambangan;

c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;

d. kriteria keberhasilan;

e. programpascatambang;

f. organisasi; dan

g. biaya pascatambang.

(2) Rencana pascatambang seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)
n:erupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi
terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 1 18

(1) Bupati memberikan penilaian dan per:setujuan atau penolakan atas
rerrcana. reklarrrasi dalam jangka waktu paling lama 30 (ti.ga puluh)
hari kerja sejak menerima rencana reklamasi.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, *a[a
rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 1 19

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang
telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih- hal-
hal sebagai berikrtt:

a. sistem penambangan;

b. tingkat produksi;

c. umur tambang;

d. tata guna lahan;

e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan
lingkungan.
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Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode
tahun berikutnya.

Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas
perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima
Penilaian dan Persetujuan Rencana pascatambang

Pasal 120

Bupati memberikan penilaian d.an persetujuan atau penolakan atas
rencanapascatambang dalam jangka rvaktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejakrnenerima rencana pascatamba.rg.

Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama
30 (tigapuluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran
penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap
disetujui.

Pasal 121

Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang
apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas
perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangka waktu paling larna 90 (sembilan puluh) hari t<e4a
sej ak diterimanya perubahan rencana pascatambang.
Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Piasal 122

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib meiaksanakan reklamasi dan
pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana
pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh
seorang Kepala. Teknik Tarnbang,

(3) Kepala Teknik rambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang
yang kompeten.

Pasal 123
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(2) Pt:laksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai
dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah
disetujui.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 124

(1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggr.a akibat
kegiatan pertambangan.

(2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak
digunakan lagi.

(3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.

(4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi antara lain:

a. timbunan tanah penutup;

b. timbunarr bahan baku/produksi;

c. jalan transportasi;

d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;

e. kantor dan perumahan; dan/atau
f. pelabuhan.

(5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 3O(tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha
pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria
keberhasilan reklamasi.

(7) Kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 125

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan,
maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Pemegang IUP dan IPR wajib men\,rampaikan iaporan hasil pelaksanaan
kegiatan reklamasi setieip 1 (sa.tu) tahun kepada Bupati.
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(1)

(2)

Bagir-in Kedelapan

Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 127

Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan
setelah sebagia.n atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan
terganggu'akiba.t kegiatan pertambangan di daiam dan/atau di luar
WIUP berakhir.

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa
yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah
disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada
lahan terganggu.

Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2)wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi
kriteria keberhasilan pascatambang.

Kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan mengenai hasil
pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Jaminan

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan
Pascatambang sesuai dengan pet'hitungan Rencana Biaya Reklamasi
dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat
persetujuan Bupati.

Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana
dimaksud padaayat (1) wajib ditgmpatkan dalam jangka waktu
paling lambert 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang
ditentukan.
Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang
dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 130
TTTT'l l^-^^r ..-^-^--^-^^rl -^- :^-:--^-- -^l-1 ^-^^: l^1^* 1^^--r--r--
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b.

c.

(1)

(2)

(3)

(4)

bank garansi atau asuransi; atau
cadangan akuntans i (Accounting Resentel.

Pasal 131

Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 harus
dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan pelaksanaan ieklamasi oleh pihak ketiga.
Penempatan Jaminan Rekramasi tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besarnyajaminan reklamasi diatur de'gan peraturan- Bupati.

Pasal 132
Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilanpelaksanaan reklamasi berdasarka.n evaluasi terhadap l.porrldan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketigauntuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakanjaminan'reklamasi.

Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapatmenutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi
tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUp.

Pasal 133
Pemegang IUP fn{ mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan
reklamasi kepada Bupati setelah kegiatan reklamasi airry.t.t an selesai
dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan pascatambrng

Pasal 134
Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk DepositoBerjangka.

Pasal 135

Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan
pekerj aan pascatambang.

Biaya pelaksanaan pekedaan pascatambang sebagaimana dimaksud
q3d1 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan paicatambang yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
\(ataa*rta- l^L:L l^-.1- -r

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(al



b.

c.

bank garansi atau asuransi; atau
cadangan akuntans i (Accounting Re serue) .

Pasal 131

(1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 harus
dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

t2)

(3)

(41

Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan pelaksanaan ieklamasi oleh pihak ketiga.
Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
Ketentuan lebih l1njut mengenai tata cara, persyaratan dan besarnyajaminan reklamasi diatur de,gan peraturan- Bupati.

Pasal 132
Da1am hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan
pelaksanaan reklamasi berdasarka.n evaluasi terhadap lapora,
dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak tetigauntuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakanjaminan reklamasi.

Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapat
menutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi
tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUp.

Pasal 133
Pemegang IUP d3nq mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan
reklamasi kepada Bupati setelah kegiatan rekiamasi dinyatakan selesai
dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Pascatamb"rrg

Pasal 134
Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito
Berjangka.

Pasal 135
(1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan

pekerjaan pascatambang.

(2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diperhitungkan berdasarkin palscatambang yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban
pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
Va4.aa*t '^* 1^L:f^ l^--l--r ,-- -

(1)

(2)

(3)

(A\
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(1)

(2)

(3)

pasal 136
Dalam hal pemegang IUp tidak memenuhi kriteria keberhasilanpelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi terhadaplapora'n dan/atau perilaian rapangan, Bupati dapat menetapkanpihak ketiga unttik melaksanr,k"r, "r..gi^i;; 

pascatambang denganmenggunakan j aminan pascatambang.
Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masayang telah ditentukan dalam rencana pascatambang t";; telahdisetujui maka pemegang IUp wajib menyediakan jaminanpascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukupuntuk menyelesaikan p"s"iiu"*6r.r,g, kekurangan biayapascatambang tetap menjadi tanggung SawIU pemegang IUp.

Pasal 137
Pernegang IUp dapat mengajukan pencairan danakepada Bupati setelah kJgiatan pasca tambang
memenuhi ketentuan per:undang_undangan.

J-amlnan pascatambang
dinyatakan selesai dan

pengawasan Bupati dapat menugaskan
pertambangan dan/atau Inspektur

. 
Tambarrg dalam melaksanakan tugas

instansi terkait.

Rekramasi dan ffffifi*:*i pemegang rpR

(1) Pemegang IpR wajib
(2) Bupati menetapkan

bagi pemegang IpR

Pasal 138

melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
rencana reklamasi dan rencana pascatambang

Bagian Kesebelas
Pengawasan Reklamasi dan pascatambang

Pasal 139
(1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukanoleh Bupati.
(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas
Dinas yang membidangi
Tambang.

Dinas dan atau Inspektur
dapat berkoordinasi dlngan

Bagian Keduabelas
Penyerahan Lahan pascatambang

pasal 140
Pemegang IUp yang telah melaksanakan
pascatambang dapat menyerahkan lahzur ,""*atau lahan pascatambang kepada Bupati.

reklamasi atau
telah direklamasi

(1)
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(2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masihmemerlukan pemeliharaan dan/atau pimantauan jangka panjangBupati dapat memerintahkan kepaaa pemegang IUp unt,kmenempatkan dana amanah (trust fuid).

BAB XVII
SANKSI ADMII\ISTRASI

Pasal 141
setiap o_rang atau badan usaha-yang melanggar ketentuan pasal 20,Pasal 35,Pasal sga.yat (2), pasai+]-avat (z)llasar 46 ayat 1t1, easat49, Pasal Sl,Pasal s2, pasal s3, pasai s4'ayat (1), pasal i5; pasar
59,Pasa1 60, Pasal 62, pasar 63, fayt 6a ayat (1i, pasar 65ayat(r),Pasal 66, Pasal 71, 

.pas at rs ayat (3), pasar ri , pa.sai 7g,p."u.r 90 ayat
S), fasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), pasal 93 ayat (l),pasal gT,
Pasal 105, Pasal lar lyat (1), pasal 10g, pasal -10g; pasal 1 1 1ayat(1), Pasal 11s, pasar 119 ayat (1), pasar L2r ayat (1), pasar 122,Pasal 124 ayat (1)-dan {5), pasai 

1zo,'iasal t2i, pasar r2g, pasar 129,Pasal 138dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
administrasi sebagimana dimaksud pacla ayat
Peraturan Bupati.

(1)

{2) penjatuhan sanksi
(1) diatur dengan

(1)

(2)

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 142
Pejabat Pegawai. {gs"1i Sipil (ppNS) tertentu di lingkunganpemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai p.rryiar-i untukmelakukan penyidikan tindakpidana di UiJang p"rrgrfofu.r,pertambangan mineral, sebagimana dimaksud aaam rindang_Undang Hukum Acara pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawainegeri sipil tertentu.di lingkungan pemerintah daerah i*; dangtatoleh pejabat yang berwenang-sesuai dengan ketentdar, -p"r.t r.r,perundang-undangan.

(3) wewenerng penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ada.lah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidlngpengelolaan pertambangan mineral agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi-lengkap dan jelal;
b. meneliti, mencari dan- mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau bacian- tentang kebenaran pJrbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidaiia fengerolaanpertambangnn rninerql fpr.calrr r|.
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan
pertambangan mineral;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan
pertambalt gan mineral;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, penca.tatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga
penyidikan tindak pidana
mineral ;

ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
di bidang pengelolaan pertambangan

g. menyuruh berhenti dan/atar-r melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang pengelolaan pertambangan mineral ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikanpenyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan
mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatlr
dalam Undang-Undang Hukum Acara piclana.

RAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat.Izin
Pertambangan Ralryat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
pe::undang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin serta wajib:
a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
berlakunya PeraturanDaerah ini;

b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa
perta.mbangan (KP) dan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) sampai
dengan jangka waktu berakhirnya kepaCa Bupati;

c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka
waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang
Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral.
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Pasal 144

Permohonan IUP yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sebelum
Peraturan Daerah ini ditetapkan, diproses berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memitiki Inspektur Tambang, maka
tugas dan wewenang Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim dari
PemerinteLh Daerah yang bertugas di bidang pengawasan pertambangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mtrlai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2OO4 tentang Pertambangan Umum
(Lem.baran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 01 Seri C),.
diczrbut dan dinyatakan tidak l:erlaku.

i

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggai 26 Desember 2Ol2
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
Januari 2013a tanggal 15

ARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

DIN ALI

MBARAN DAE]RAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN
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